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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan : 

1. Pengaturan Komponen Cadangan saat ini yang diatur dalam Undang 

– Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN untuk 

Pertahanan Negara belum sesuai dengan Prinsip Pembedaan atau 

distinction principle dari Hukum Humaniter Internasional. Karena 

pada pengaturannya Komponen Cadangan adalah sebagai penduduk 

sipil dan belum dapat disebutkan sebagai kombatan atau penduduk 

sipil yang harus dilindungi. 

2. Status Komponen Cadangan pada saat Indonesia dalam keadaan 

darurat perang ditinjau dari distinction principle atau Prinsip 

Pembedaan Hukum Humaniter Internasional masih rancu dan butuh 

lebih dijelaskan soal pengaturannya. Karena pada saat Indonesia 

dalam keadaan darurat perang, Komponen Cadangan masih 

menyandang status sebagai penduduk sipil sampai dimobilisasi juga 
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belum bisa disebut sebagai kombatan. Hal ini menimbulkan pada 

saat mobilisasi Komponen Cadangan kehilangan perlindungannya 

sebagai penduduk sipil dan juga tidak mendapatkan perlindungan 

sebagai tawanan perang karena bukan kombatan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mencoba 

memberikan saran demi kemajuan pemberlakuan Hukum Humaniter bagi 

warga negara Indonesia, yakni sebagai berikut : 

1. Status Komponen Cadangan seharusnya lebih dipertegas lagi untuk 

masuk kedalam penduduk sipil atau kombatan. Dan mobilisasinya 

juga diberikan tolak ukur yang terpat sehingga pada saat terjadi 

konflik bersenjata Internasional status dari Komponen Cadangan 

jelas dan tidak rancu. 

2. Komponen Cadangan jika ingin disahkan sebagai kombatan oleh 

Hukum Humaniter Internasional sebaiknya dimasukan kedalam 

Komponen Utama dalam garis Pertahanan Negara. Supaya tidak 

rancu status dari Komponen Cadangan yang sebagai penduduk sipil 

atau kombatan, syarat sebagai kombatan diatur dalam Pasal 43 

Protokol Tambahan I 1977 dan Pasal 1 Hague Regulation 1907. 
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